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Pendahuluan
Tujuan yang ingrn dicapai oleh setiap negar4 terutarwr negara yiurg mengan$

uxlfare staa adalah memberikan kesejahteraan dan kemakmuran bagi warga

negaranya Demikian.iuga negara lndonesia, sebagai salah satu negara yang menganut

f.ahan u{are stm berusaha memajukan serta mensejahterakan warga negaran)a-

Ketentuan pokok yang mengatur tentang hal ini dapat kita lihat dalam alenia kedua

dan alenia keempat pembukaan UUD 1945, rnengenai cita-cita dan tujuan negara

lndonesia. Cita-cita dan tujuan negara Indonesia ioi kemudian dijabarkan lebih
laniut dalam pasal-pasal batang $bung UUD 1945 beserta peraturan-perundang-

undangan lainnya sebagai peraturan pelaksanaan dari ketentuan-ketentuan pokok
yang terdapat dalam UUD 1945.

Sebagi pelaksana di dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan bangsa lndone-

sia., pemerintah Indonesia yang dalam hal ini dilakukan oleh alat administrasi negara

berdasarkan perafiran perundang-undangan yang berlaku benrsaha melaksanakan

perwu.iudan faham negara up{arc *ae Untuk mewujudkan faham tersebut maka

alat administrasi negara melakukan pblic eraie. Aturan-aturan yang dipakai oleh
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alat administrasi negara dalam melaksanakan tugasnya yang khusus ini tercakup di

dalam Hukum Administrasi Negara. Ruang lingkup Hukum Administrxi Negara

sangat luas dan komPleks. Hukum Administrasi Negara mengatur hubunganhYkuT

antira alat administrasi oegara dengan warga negara' materi dari Hukum Administrasi

Negar4 menurut praiudiatmasudirdjo sebagaimana dikutip oleh Muchsan (1982 :

I dl *t**y" 
"d"l"h 

materi-materi yang menyalgkul.hukyelsekutif atau hukum

tata pelaksan""n Undang-undang, yang sering dikenal deng+n Hukum- Tate

p"-.rirrt"h.o. Di samping itu termasuk di dalam Hukum Administrasi Negara

"dd.h 
Huk r- Tut" Ut.hui'{"g.t"y*g mengatur mengenai surat men}rag rahasia

ii"", a"" rahasia jabatan, *girtt"ri, kearsipan dan dokumentasi, legalisasi,

o.t^o"r*, starisdk dar lain-lainnya yang sering dikenal dengan istilah Hukum

Lf.,'f.r*i. irr"a hin dari Hukum Administrasi Negara, adalah Hukum Administrasi

p;;b*g""", dan Hukum Administrasi Lingkungan. Hukum Administrasi

Li"gf.""i*, 
"adah 

berisi aturan-aturan yang mengatur camPu! tangan pemerintah

A &f^ttip*gaolaan lingkungan. Salah satu hal yang penting di dalam hukum

"a*i"tii fi"gt*g* iti, tart"tt tt"t "- yang mengatur mgngenai Perijinan usaha

untuk melindr;gi tiriCk""*U" hidup hdonesia. Hukum perijinan dalam kaitannya

dengan keberaiaan"lingfungan hidup Indonesia ini,.di dalam pelaksanaan

p"rrib"og** *.-p.ro!"i ^ii y^ng sangat-Penting dikarenakan pelaksanaan

i"-U*i""* y*g.id"k mengindatikatt li"gk""ctt !n{up akur mengakibatkan

i.*r*g[ [ngkunfan y"t g m.i.tgik"t warga negara lndonesia. Oleh karena itu,

setiap kegiatai us"h" p"mbtgo"a" harus mengindehkan at'ran-aturan hukumyang

t"rlriit dJrrg* pap* drt"* Uld""g ling[ungan hidup.Hal ini dipedukan dalam

.rp"1t urro,i -.litti rttgi kemampuan lingllrnga,n hidug te$adan tekanan perubalun

dri"t",, d"rrrprk negaiif yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan/usaha' Perlindungan

lingkungan -ad"i ["t "- periiinan perlu dilakukan agar $Sk""St" hiduP tetaP

-rtpo"*.rdnkung perikehid.rpan manusia dan makhluk hidup lainnya yang ada

di lndonesia.

Di datam nrlisan ini di bawah ini akan dipaparkan mengenai ani penting perizinan

bagi lingkungan hidup di lndonesia besena implementasi hukum periiinan dalam

Ui&"g fr"gk;g* di-lndonesi^. Tujuan penulisan mgnglai implementasi luk'm
periliian i1rri Uia*g ["gL"ngan di Indonesia ini, adalah untuk memberikan

irrf*-.d k"pad" peribaci t"tt*g aru Pentrflgnya- pen;inan bagi keberadaan

lingkungan hidup di lndonesia dan memberikan informasi tentang Pengaturan

p"ilinri aA.- Uia-g U"gkunga" hidup di In{o19sra. Diharapkan pula tulisan ini

Lp"t -.rr"-brh khasanah bacaan Hukum Administrasi Negara, terutama htkum

pe.tiinao dalam kaitannya dengan keberadaan lingkungan hidup di lndonesia'

pembahasan akan di dahului dengan paparan beberapa pendapat dari para ahli

yang mendukung bahasan tentang arti PntTq peliinT bagi lingkungan hidup. di

i"dJ"oi" a* i-llementasi perijinan dalam bidang linglungan di Indonesia. Setelah
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itu dilanjutkan dengan bahasan mengenai arti penting perijinan bagi lingkungan
hidup di Indonesia, dan implementasi hukum perijinan dalam bidang lingkungan
hidup di lndonesia yang diperkuat dengan argumen-argumen dan pen&pat para
ahli yang telah dipaparkan.

Pembahasan
Beberapa Pendapat Para A}li Yang Berkaitan Dengan Hukum Perijinaa dalam

Bidang Lingkungan Hidup
Utrecht (1986 : 28 ) menyatakan bahwa pemerintah di negara modem yang

mengutamAkan kepentingan seluruh rakyrt @dfae st*) diharuskan untuk secara

aktif nrut serta dalam pergaulan sosial sehingga kesejahteraan sosial bagi semua

orang tetap terpelihara. Maka pemerintah dalam negara kesejahteraan (udfate *m)
diberi lapangan peketjaan yang sangat luas dengan tugas untuk menlalenggarakan
kepentingan umum.Lemaire, sebagaimana dikutip oleh Utrecht (1956 : 29)
menyaukan bahwa administrasi negara diserahi tug as baa.nszo'g(penplenggaraan
kesejahteraan umum) yang menjadi zuatu tanda dai, adanya, negara kesejahteraan.

Sementara itu Logemann dar Utrecht menyatakan bahwa Hukum Administrasi
Negara memberikan kekuasaan istimewa kepada administrasi negara dalam
menyelenggarakan kepentingan umum 

^tdr 
fuunsza& knotmtgnrenjadi tugas

pemerintah dalam suatu negara hukum modem yang mernperhatikan kepentingan
seluruh rakyat Agar alat administrasi negara dapat menyelenggarakan baa.tmtg
maka kepadanya diberikan kekuasaan istimewa. Hal ini diberikan mengingat karena
tidak semua penduduk wilayah negara akan tunduk pada perintahnya jika
diberlakukan dengan perintah hukum biasa (priva$, karena ada kecenderungan
tidak semua penduduk dengan sukarela mau tunduk pada peraturan-peraturan
hukum biasa. Oleh karenanya pemberian kekuasaan istimewa itu dimaLsudkan
agar alat administrasi negara dapat menjalankan tug as fuuotmugitv dengan sebaik-
baiknya dan agar semua penduduk wilayah negara mau tunduk kepada perintah-
perintah administrasi negara dalam rangka menunaikan agas btaumtg. Dengm
demikian mennrut Utrecht bsaa.tmcrg itu menjadi tugas pemerintah wdfare suu
yaitu suatu negara hukum yang memperhatikan kepentingan seiuruh raklat
Selanjutnya Utrecht (1986 : 31-32) mengemukakan bahwa dengan tugas dalam
menyelenggarakan kepentingan umum tersebut membawa konsekuensi bagi
administrasi negara untuk menlelenggarakan tugas-tugas khusus seperti tugas
menlelenggarakan kesehatan rakyag menlelenggarakan pengajaran bagi semua
warga negara, menlelenggarakan perumahan dan lain sebagainya secara baik, unuk
itu administrasi negara memerlukan kemerdekaan untuk dapat bertindak atas inisiatif
sendiri terutama dalam penlelesaian soal-soal geffing yang timbul di masyarakat
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!"ne linekupnya sangat luas. Logernan dan Utrecht menyatakan bahwa hukum yang

["-irU.[f..i, f..f.""rL it i-.i'" kepada administrasi negara dalam men]alankan

;;;;[";g*t* kepenringan lmum (futtturszcr$ adalah Hukum Administrasi

ii"J." a'^it t"u.g; ,llu"t itt i" u*pktwutserlgp pemerintah dalam pergaulan

;;rl;t il;;ld feiala makin besarnva lapangan Hukum Administrasi Negara &n

;*h k;;dhangan hukum ptl*t' uttt"t't (19s6 6749) iuga menvatakan

lrft*" 
-f.J*r'g+"d*i 

p.^b*, Peraturan beranggapan bahwa suatu perbuatan

;;G;;;"G r',io-, t.b"ifnva dapat diadakan.oloh suatu subvek hukum

oartikelir tetapi clengan *o, .*tpt" tangan dari pihak pemerintah' Termasuk

il;;;;;tgg.i"* k"p"r,titti* "*"- ini adalah pemberian iiin dalam

;G;g;;"^"frio au-'"tttJt'"giaun yang mempunyri dampak terhadap

lingkungan hidup.
'At."rrg 

Syafrudin sebagaimana dikutip oleh Ridwan HR (2003 : 152)

-""".*oi"t- bahwa iiin iemtjt'an dan be;afti menghilangkan halangal n{
il"Lfi;f;ftlara'g me,,!"di toleh dilakukan' Sedangkan Siachran Rasah

;;"fiiJ; itit taall nerluatl-hykrp adr.ninTtrasi negara bersegi satu

u*s *"ng.plik".ik* p.otur* dalam hal konkreto berdasarkan Ptttytrat1" d-
i,*i"J*""tJu"ga# ditaapkan oleh kaentuan peraturan.perundang-undangan'

iir,n sp.ft a* J'BJ.M ten *rge sebagaimana dikutip oleh Ridwan HR (2003 :

iili #"*"f.* bahwa iiin Ja"Uft oUtt satu instrurren yang paling banlak

iig,1".f.*'aA.* ft*"t" administrasi negara' ?emerintah menggunakan iiin sebagai

J*" y"tiait unnrk mengemudikan ti"gtt"tt tttt" P1" *Tg"' Dengan memberi

ililil; -"-p..k"i*k* o'*g y*g---"mohon ijin untuk melakukan

tiod"Lrri-tirrd"k"" te-rtentu yang sebenarnya dilarang oleh undang-undang'

Utrecht (1986 : 187) , menyaukan bahwa bilamana pembuat peraturan ddak

umumnya ,*l"r*g ,*to p".b*ta., tetapi masih juga memperkenankannya asal

;;;"k"" ,.."r"" y-g'di .ntukan unruk masing-masing hal konkrit' maka

k"ou** administrasi tt"grt" y*g memperkenankan.perbuatan tersebut bersrlat

iii-'G*"rirl. urr..i, -.'ib"tikl" Pengertian iiin terseb't untuk

;;d;il;;; dengan dispensasi, konsesi, dan lisensi'sagirManan sebagaimana

ilL"ir aJi,,ia**"rn (z'oot : 153) mengemukakan bahwa ijin dalam arti luas

U"t.,i*"* p"t*quan dari Penguasa berdasarkan peraturan perundang-undangan

untuk memperbolehkan melakukan tindakan atau perbuatan tertentu yang secara

r*"- a *l"g. I;in yakni suatu Persetuiuan dari penguasa berdasarkan undang-

undang atau peraturan pemerinti untuk'dalam keadaan tertentu menyimpang dari

L"r"n Lt-k.r"n** li*g* perundangan-undangan' oleh karena itu dengan

memberi ijin, penguasa -"*p.tktn"ttkan orang. yang memohonnya untuk

;;hk"t"; tirrd"k""rr+irrd"k"it t.,tt""' yang sebenarnya dilarang' Hal ini

-."y""gf.* perkenan bagi suatu tindakan yang demi kepentingan umum
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mengharuskan pengawasan khusus xtasrya Tindakan-tindakan yang dilakukan.oleh

"i"t "'d-itrittttti 
,re-g-" ini m"r',rpakan pelaksanaan dari fungsi hukum yang dapat

digunakan sebagai sarana pembaharuan dan sudah meniadi konsepsi dalam rangka

p"-ng.-b*g* huk tm nasional, tentunla iuga termasuk F{AN sebagai bagian dari

sistem hukum nasional.

Pada saat ini hukum tidak lagi hanya b€rfungsi untuk memPeftahankan status

quo yang bersifat statis, melainkan harus dapat mengarahkan perkembangan

;i*"k"t ke arah tufuan yang dicita-citakan. Ia harus dapat tampil ke. depan

membawa pembaharuan yang dikehendaki, di samping menciptakan \g-"eL*g
mantap d"n tertib. untuk inrlah diperlukan ijin sebagai instrumen 1'uridis di dalam

p"rrg"iol* lingkungan hidup. Oleh karena itu menurut Siti Sundari Rangkuti

LU"i.i-r"" Ai"tip .t tt I Gede Pantia Asawa dalam bukunya SI'Marbun dqk

Qoo\ :nz), menyatakan bahwa semula hukum lingkungan yang dikenal sebagai

h.rk r* g*ggo* (hhfurrdr) yang bersifat sederhana dan mengandung aspek

k p..d"Lti,-1"-bat laun perkembangannya bergeser ke arah bidang hukum

"dlinistrasi'n.gara 
sesuai jengan peningkatan peranan penguasa dalam bentuk

orrrp.r, t*g* i"rhadap berbagai t"gi k hid"p* dalam masyarakat yang semakin

totlrpbr.r. s""gi truku- li"gk""g* 
"d*i"isttasi 

terutama muncul apab.ila keputusafi

p.ng.r"r" yang bersifat tebijaksanaan dituangkan dalam bentuk Penetapan

idie*AA Wigasa, termasuk perizinan di bidang lingkungan hidup. Oleh karena

ii" a.p", alll*[, bahwa hukum linglrungan adalah merupakan bagian dari Hukum

Administrasi Negara-

Moenadiat Danusaputrq sebagaimana dikutip oleh Kusnadi Hardjasoemanui

(1983 : 11-i2) membedakan antara hukum lingkungan modern dan hukum

tiogk *g* k6ik. Hukum lingkungan modem berorientasi kepada lingkqg.an atT

*&*rfu-urUra?r dan h;ku; [ngkungan klasik yang berorientxi kepa&

penggunaan lingkun gan atat tsoriadba. Hukumlinglilngan modern menetapkan

letentuan dan norma-norma guna menganr tindak perbuatan manusia dengan

tujuan untuk melindungi lingfrungan dari kerusakan dan kemerosotan mutunla

demi untuk menfamin kelestariannya agar dapat secara langsung terus men€nrus

digunakan oleh generasi sekarang rvruPun oleh generasi mendatang' Sebaliknya

hrik"rn lingkungdl klasik menentapkan ketentuan &n norma-norma dengan tuiuan

*ur.*" Jk fiLotk menjamin penggunaan dan elsploatasi sumber-sumber daya

tirrgk rrrg* dengan berbagai 
"k"l 

d* kepan&ian manusia guna mencapai hasil

,"ri"krio"l mulngkin, dan datam waktu yang sesingkat-singkat"y": -I"ktT
lingkungan moder"n, memiliki sifat utuh menpluruh atau komprehensif-integral,

,"li.t di"- dinamika dengan sifat dan wataknya yang luwes, sedang hukum

lirgk*g* klasik bersi{at sektoral, serba kaku dan zukar berubah'
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Koesnadi Hardjasoemantri (1983 : 15) mengemukakan bahwa hukum tata
iingkungan mengatur penataan lingkungan guna mencapai i<eselarasan hubungan
antara manusia dan lingkungan hidup, baik lingkungan hidup fisik maupun
lingkungan hidup sosial buadaya. Perijinan mempunyai kaitan yang sangat erat
dalam pelaksanaan hukum tata lingkungan yang bidang garaparrny^ meliputi tata
ruang, tata guna tanah, ta;ta cala peran serta masyafakag ta;td^ c ti peningkatan
upaya pelestarian kemampuan lingkungan, tat^ c^ra penumbuhan dan
pengembangan kesadaran masyarakat, tata cara perlindungan lingkungan, tata cara

ganti kerugian dan pemulihan lingfiungar serta penataan kaerpaduan pengelolaan

linglungan hidup.

Sementara itu Mochtar Kusumaatmadja (1975 | 13-14) berpendapat bahwa
efektivitas pengaturan hukum masalah lingkungan hidup manusia tidak bisa
dilepaskan dari keadaan aparat administrasi dan aparat penegak hukum sebagai

prasarana e{ektivitas pelaksanaan hukum dalan kenyataan hidup sehari-hari.
Berkaitan dengan pengaturan masalah lingkungan hidup manusia ini, I Gede Pantja
Astawa dalam bukunya Marbun dkk (2001 : 3@417) rnengutip pendapat Prajudi
Atmosudirjo yang menyatakan bahwa tugas pemerintah dewasa ini semakin
bertambah banyah luas dan kompleks termasuk tugas di dalam pelestarian
kemampuan lingkungan hidup yang terdiri atas pengaturan tata guna li"gku"g.",
perlindungan lingkungan dan penyehatan li"gk""gr". I Gede Pantia Astawa., juga

mengemukakan bahwa pengelolaan lingkungan hidup hanya dapat berhasil
menunjang pembangunan yang berkesinambungan jika administrasi pemerintahan
berfungsi secara efekti{ dan terpadu. Salah satu sarana yuridis administratif untuk
mencegah dan menanggulangi pencernaran linglungan adalah sistem peri,iinan. Jenis
perijinan yang erat hubungannya dengan pengeiolaan lingkungan hidup adalah ijin
usaha yang diatur di dalam Hinder Ordonantie peninggalan pemerintah F{india
Belanda dan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AfvDAL) yang diatur di
dalam PP No. 20 Tahun 1986.

Sementara itu Gunawan Suratmo (1998 : 6) mengemukakan bahwa AMDAL
perlu dilakukan untuk suatu proyeh yang akan dibangun karena UU dan Peraturan
Pemerintah menghendaki demikian. Jika pemilik atau pemrakarsa proyek tidak
mau membuat Alr4DAL kemungkinan besar perizinan untuk membangun proyek
tersebut tidak akan dikeiuarkan oleh pemerintah atau mereka akaa menghadapi
peradilan yang dapat memberikan sanlsi yang berat AMDAI ini harus dilakukan
agar kualitas lingkungan tidak rusak karena adaaya prolek pembangunan.

Arti Penting Periiinan Bagi Lingkungan Hidup Di Indonesia
Di daiam negara modern yang menganut udfdrc fiaE, peranan pemerintah sangat

luas, hampir mengatur seluruh aspek kehidupan warga negaranya- Hal ini memang
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dibenarkan terutama unnrk mencapai tujuan negara" Demikian juga di lndonesia

campur tangan pemerintah dalam segi-segi kehidupan negara cukup luas'

dikarenakan untuk mewujudkan rujuan negara lndonesia yang tercantum di dalam

pembukaan UUD 1945 alenia ke empat, yakni tujuan dalam mewjudkan
keseiahteraan umum. Oleh karena itu, sebagai salah satu negara hukum modern

tugas, kewenangan pemerintah Indonesia sangat luas tidak hanya sekedar menjaga

ketertiban dan keamanan melainkan juga untuk mengupayakan keseiahteraan

masyarakat (bestuurszcr{, dengan kekuasaan istimewa. Seperti apa yang
dikemukakan oleh lrmaire bahwa untuk menplenggarakon baatrzcrgkepada
alat administrasi negara diberikan kekuasaan istimew4 di mana menurut logeman
dan Utrec.ht kekuasaan istimewa yang diberikan oleh alat administrasi negara tersebut

diatur oleh Hukum Administrasi Negara.

Untuk melaksanakan tugasnya pemerintah diberi wew-enang dalam bidang

pengaturaq di mana dari fungsi pengaturan ini muncul beberapa instrumen luridis
untuk menghadapi peristiwa individual dan konkrit yaitu ddam bentuk ketetapan.

Ketetapan ini merupakan instrumen yang paling penting di dalam penplenggaraan

pemerintahan. Salah satu perwujudan dari kaetapan ini adalah perijinan, di mana

menurut Ateng Syafrudin sebagaimana telah dipaparkan di muka" iiin bertujuan

dan berarti menghilangkan halangan sehingga hal yang dilarang itu menjadi

diperbolehkan. Izin adalah perbuatan alat administrasi negara yang bersegi satu,

dan menurut Sjahran Basah perbuatan mengeluarkan ijin ini adalah untuk
mengaplikasikan peraturan dalam peristiwa konkrit dengan persyaratan dan

prosedure yang telah ditetapkan dalam perundang-undaagan. NM Spelt dan J.BJM
ten Berge, menyaukan bahwa ijin merupakan salah satu irxtrumen yuridis yang

paling banyak digunakan dalam Hukum Administrasi Negar4 termasuk periiinan

lang dikeluarkan oleh pemerintah unnrk melindung lingkungan hidup. Sebagai

insrumen yuridis, ijin digunakan oleh pemerintah untuk mempengaruhi p 
^re'watga

negara agar mau mengikuti cara yang dianjurkan pemerintah guna mencapai tujuan

konlait. Fungsi ijin sebagai instrumen yuridis adalah sebagai pengarah, perekayasa,

dan perancang masyarakat adil dan makmur itu dijelmakan. Dalam kaitannya dengan

lingi<ungan hidup, perijinan dipakai sebagai pengarah, perekalasa, dan perancang

masyarakat untuk melindungi keberadaan lingkungan hidup Indonesia agar tetaP

terjaga kemampuan kelestariannla sehingga dapat dipakai sebagai penganur untuk

menuju masyarakat adil dan makmur sebagai peruujudan dari konsep negara

kesejahteraan yang dianut oleh bangsa lndonesia. Sebagaimana telah dikemukakan

oleh lrmaire, bahwa prblik srub aAalah merupakan tanda &ri adanya negara

arfne state, sehingga perijinan dalam bidang lingkungan itu sebenrlnp dipakai

oleh pemerintah untuk mewujudkan pblir rerzb guna mewujudkan kesejahteraan

masyarakat, sebab &ngan a&nya perijinan masyarakat akan diarahkan, direkayasa
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dan dirancang untuk menggunakan lingkungan dengan baik, sehingga tidak akan

merugikan wirga masyarakatyang lain dan diharapkan tidak akan terjadi kerusakan

[ngk;g* y"ig ak"n membawa dampak yang melugjkan warga masyarakat'

Oifr*"pi* p"i" a"ngan pengaturan perijinan di bidang lingkungan akan memung|<in

lirrgkuog* hidnp Indonesia berguna bagi warga negara lndonesia, sehingga sudah

,"lipk ip p"rrr"rintah lndonesia mengarur tenrang pengelolaan lingk*ngan hidup.

Sebag"irn;a dikemukakan oleh I 6.4e Pantia Astawa dalam bukunya Marbun

aU. jzoor : 295), bahwa pengelolaan li"gk*gp" hidup yang berkesinambungan,

,"rp.iih.rr" dan- bersih -".rrl"k- kebutuhan Para warga negaa sehingga perlu

diusahakan rcrwujudnya oleh administrasi negara mengenai pengelolaan lingkungan

hidup yang baik &lr r.h"t. oleh karena itu peranan perizinan dalam pengelolaaan

["gk;g"; hidup mempuny u ani yang sangat- Penting untuk menciptakan

fl"if.""f* fria"p y-g b"ik d"" r"ttat demi terwujudnya keseiahteraan rakyat seperti

yang dikehendaki di dalam konsepsi nqata adfae *aa'' -S.p".ti 
telah dikemukakan oleh I Gede Pantia Astawa, bahwa pengelolaan

lingkungan hidup hanya dapat berhasil menunjang pembangunan yang

i"ri"rirrlr"U""g"n, 1ik"'"d-i"irtrasi pemerintah berfungsi secara efektif dan

t"rf"d., ,"1"h ,"ti, sarana yuridis administratif untuk mencegah dan menanggulangi

p.o*.".* litgk*g.o adalah sistem P"tiji"T: Sebagi contoh adalah periiinan

i-*t rn**ggit*gf p.rr".-"r* lingkungan ini a'lalah perizinan yang ditug$g
adr- uu ii"gg"; t1ntUadr;",h") yang seringdikenal dengan istilah iin
HO. Kewenaniair dalam pemberian i;in H.O ini berdasarlan ketentuan Pasal 1

aiat (3) H.O jo W No. 5 Tahun 1974&rada pada BupatiAfalikota"' 
nid*"n lm (ZOO3 : 162-153) mengemukakan bahwa sebagaimana kebanyakan

keputusan, di dalam iiin mengandung ketentuan, pembatasan, dan syarat+yarat

{r;r,'d"{*, W,hingn, at' vunozado). Ketentuan-ketentuan ialah kewaliban-

k"*"jib* y*j d"p"i dikaitkan pada keputusanyangmengunnngkan. Ketentuan-

k"t".rt r* i,"ai ,6 banyak ter&pat dalam praktek hukum administrasi. Sebagai

contoh dalam fibrd* Orfur*,fu, diruniuk ketentuan-ketentuan mengenai :

- Ketentuan-ketentuan tu.iuan (dengan maksud mewuiudkan tujuan-tuiuan

tertentu, sePerti mencegah pengotoran tanah);

- Ketentuan-ketentuan sarana ftewa.iiban untuk menggunakan sarana tertentu

dalam melakukan usaha);

- Ketetrtuan-ketentuan instruksi (kewajiban bagi pemegang izin untuk

memberikan instruksi-instruksi ternrlis kepada personil dan lembaga);

- Ketentua::-ketentuan ukur dan pendaftaran (pengukuran untuk menilai kadar

bahayr atau gangguan.

r"t"rrggo* i.iio t riadi manakala kerenruan-ketentuan tersebut tidak dipatuhi.

Pe-bat"rli-p"mbatasan dibentuk dengan menunjuk batas-batas dalam waktu'
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tempat atau dengar cara lain. Pada ijin yang berkaitan dengan lingkurgan ddttyn
dapat dimuat pembatasan ijin untuk periode tertentu, misalnya 5 tahun. Di dalam

keputusan tentang ijin juga dimuat mengenai syarat-syarat. Dengan adanya syarat-

syarat tersebut, akibat-akibat hukum tertentu digantungkan pada timbulnya suatu

peristiwa dikemudian hari yang belum pasti. Dalam keputusan yang berisi ijin dapat

dimuat syarat penghapusan dan syarat penangguhan.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa perijinan mempunyai 
"ni 

y*g
sangat penting bagi lingkungan hidup di lndonesia. Adanya ketentuan tentang

perijinan dalam pelaksanaan usaha yang mempengarfi lingkungan hidup, akan

dapat mencegah maupun menanggulangi kerusakan lingkungan. Sehingga

harapannya dengan perijinan usaha yang berkaian dengan lingfrungan ini, lingk""g""
hidup lndonesia tetap akan bisa diwariskan untuk generasi mendatang dan tetap

terjaga kemampuan kelestariannya guna mendukung kehidupan manusia Indone
sia.

Implementasi Hukum Periiinan Dalam Bidang Lingkungan Hidup
Di Indonesia

Sebagaimana dikemukakan oleh Moenadjat Danusaputro dalam dalam paparan

terdahulu, bahwa hukum li"gL""g* dibedakan antara hukum lingkungan klasik

dan hukum lingkungan modem. Hukum lingkungan mo&rn meneapkan ketentuan

dan norma-norma guna mengatur tindak perbuatan manusia dengan tujuan unnrk

melindungi lingkungan dari kerusakan dan kemerosotan munur)la demi untuk
meniamin kelestariann;ra agar dapat secara langsung terus menerus digunakan oleh

generasi sekarang maupun generasi mendataug. Apabila kia telaah hukum periiinan

yang ade di lndonesia diatur di dalam hukum li"Sk*gt" klasik yang tersebar di
berbagai peraturan-peraturan yang bersifat sektoral mauPun dalam hukum
linglungan mo&rnyang diatur dalam UU Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pengaturan hukum peri.iinan dalam bidang lingkungan hidup di lndonesia,

sampai saat ini masih tersebar dan diimplementasikan dalam berbagi peraturan

perundang-undangan yang termasuk hukum lingfiungan klasik seperti Pengaturen
perijinan di berbagai sektor industri, pertambengan, per&ga$gar dan lain sebagainya

termasuk di dalam UU Gangguan (F{.O).

Di samping itu, secara khusus hukum perijinan juga diatur ddam hukum
lingkungan modem yang terdapat di dalam ketentuan Pasd 18, Pasal 19, dan Pasal

20 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
(ru PLf!. UU Pengelolaan Lingkungan Hidup ini sebetulnya dibuat sebagai sarana

untuk pembaharuan dan mengarahkan kehidupan masyarakat dan juga untuk
keteniban. Sebagaimana telah dikemukakan oleh Siti Sundari Rangkuti UU
Pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan bagian juga dari Hukum Administrasi

Negara. UU Pengelolaan Lingkungan Hidup ini mengatur tentang pengelolaan
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lingkungan hidup di Indonesia sebagai bagian dari hukum tata lingkungan.

Sebagaimana telah dikemukakan oleh Koesnadi Hardjasoemantri hukum tata

lingkungan adalah mengatru penataan lingkungan guna mencapai keselarasan

hubungan antara manusia dan lingkungan hidup baik lingkungan fisik maupun

li"Sk -gt" sosial budaya.

Di dalam Pasal 18 ditentukan bahwa setiap usaha danlatau kegiatan yang

menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki

analisis mengenai dampak lin$ungan hidup (AMDAI) unnrk memperoleh ijin
melakukan usaha danlatau kegiataa. Ijin untuk melakukan usaha danlatau kegratan

tersebut diberikan oleh pejabatyang berwenang sesuai dengan perundang-undangan

yang berlaku. Di dalam ijin tenebut dicantumkan persyaratan dan kev/ajiban unttrk
melakukan upayr pengendalian dampak lingkungan hidup. Di dalam ijin melakukan

usaha/kegiatan berdasarkan penielasan Psal 1s (3) harus ditegaskan kewajiban

yang berkenaan dengan penataan terhadap pengelolaan lingkungan hidup yang harus

dilal<sanakan oleh penanggung jawab usaha/kegiatan dalam melaksanakan usaha/

kegiatannya. AMDAL ini harus diajukan bersamaan dengan permohonan ijin
melakukan usaha/kegiatan.

Ketentuan Pasal 18 UU Pengelolaan Lingkungan Hidup ini kemudian

ditindaklanjuti dengan peraturan pelaksanaan yang dikenal dengan Peraturan

Pemerintah mengenai AMDAL. Analisis mengenai dampak lingkungan ini
sebenrlnla merupakan bagian dari hukum tata lingkungan yang dikernukakan oleh

Koesnadi Hardjasoemantri, yang mengatur penataan lingkungan guna mencapai

keselarasan hubungan antara manusia dan lingkungan hidup' baik linghungan fisik

nurupun lingkungan sosial budaya yang bidang garapann),:a meliputi tata ru.urg,

tata guna tanah, tata cara Peran serta masyarakat, t^ta coj:a peningkatan upaya

pelestarian kemampuan lingkungan, tata cerre. penumbuhan dan pengenbangan

kesadaran masyarakag tata cara perlindungan lingkungan' tlta cara ganti kerugian

dan pemulihan lingkungan serta penataar keterpaduan pengelolaan lingkungan

hidup. Sebeulnya AMDAL ini juga merupakan bagian dari Rencana-rencana yang

dibuat oleh pemerintah untuk melalssanakan tugasnya sesuai dengan konsepsi dalam

vnlfme sate yailw untuk kesejahteraan para v/arga negara- AMDAL merupakan

rencana untuk melindungi lingkungan baik fisik maupun sosial budaya dari adanya

suatu usaha atau kegiatam manusia yang diperkirakan rnempunyai dampak penting

terhadap lingkungan. Sebagaimana dikemukakan oleh Sondang P. Siagian yang

dikutip oleh Ridwan HR (2003 : 143), rencana merupakan alat bagi implementasi'

dan rencana didefinisikan sebagai keseluruhan proses pemikiran dan penetuan secara

matang daripada hal-hal yang akan dikerjakan di masa yang akan datang dalam

rangka pencapaian tuiuan yang telah ditentukan, dan rencana merupakan fungsi

organik penama dari administrasi dan manaiemen, karena tanpa ada rencana maka
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tidak ada dasar untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu dalam rangka usaha

pencapaian tujuan. AIr4DAl ini dipakai untuk perencanaan di dalam hukum tata

li"Ck*g"" seperti yang dikemukakan oleh Koesnadi Hardjasoemantri.

Pasal 19 UU Pengelolaan Lingkungan Hidup, menennrkan bahwa di dalam

menerbitkan ijin melakukan usaha danlatau kegiatan wajib diperhatikan : rencana

tata ruang; pendapat masyarakag pertimbangan dan rekomendasi pejabat yang

berwenang yang berkaitan dengan usaha dat/atau kegaiatan usaha tersebut. Di
samping itu keputusan mengenai ijin melakukan usaha dan/atau kegiatan wajib
diumumkan. Pengumuman ijin melakukan usaha/kegiatan ini merupakan
pelalssanaan atas asas keterbukaan pemerintah. Pengumuman ijin melakukan usaha/

kegiatan tersebut memungkinkan peransena masyarakat khususnya yang belum
menggunakan kesempatan dalam prosedure keberatan, dengar pendapag dan l4in-

lain dalam proses pengambilan keputusan ijin. Namun demikian kita harus ingat

seperti telah dikemukakan oleh I de Pantja Astawa di muka bahwa pengelolaan

lingkungan hidup hanya dapat berhasil menunjang pembangunan, jika administrasi

pemerintahan berfungsi secara efektif dan terpadu, di mana salah satu sarana yuridis
administratif untuk mencegah dan menanggulangi permasalahan lingkungan
termasuk di dalamnya pencemaran lingkungan adalah sistem perjinan.

Pasal 20 LILI Pengelolaan Lingkungan Hidup memuat ketentuan mengenai

larangan-larangan bagi sesmrang untuk melakukan pembuangan limbah ke media

lingkungan hidup lndonesia tanpa keputusan i.iin dari pemerintah Indonesia yang

datam hal ini ditakukan oleh Menteri Lingkungur Hidup, dan pembuangan limbah

ini hanya dapat dilakukan di lokasi pembuangan yang ditetapkan oleh lv{enteri.

Menurut penjelasan pasal ini pembuangan limbah ke media lingkungan hidup
merupakan hal yang dilarang, kecuali ke media lingkungan hidup tertentu yang

telah ditetapkan oleh pemerintah, itupun hanrs harus mendapatkan izin terlebih

dahulu dari Menteri. Ketentuan yang terdapat dalam Pasal 20 ini membuktikan
bahwa sebetulnya seperti apa yang dikemukakan oleh E. Utrecht' Ateng Syafrudin

dan Sjahran Basah serta N.M Spelt dan J.B.M ten Berge ijin itu adalah merupakan

perbuatan pemerintah atau penguasa neg ra y^ng dalam keadaan tertentu
membolehkan suatu perbuatan yang sebetulnya dilarang oleh Undang-undang atau

peraturan pemerintah. Tujuan dari pemberian ijin ini menghilangkan halangan hal

yang dilarang menjadi boleh dilakukan, serta dipakai oleh penguasa untuk
mengontrol tindakan warga masayarakat yang diperkirakan dapat menyebabkan

terjadinya kerusakan lingkungan hidup lndonesia yang ahan merugikan generasi

sekarang maupun generasi yang akan datang.

Namun demikian, harus kita ingat pendapat dari Mochtar Kusumaatmadja di
muka, bahwa efektivitas pengatura$ hukum lingkungan hidup manusia termasuk

implementasi hukum perijinan yang berkaitan dengan lingkungan tidak bisa
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dilepaskan dari keadaan aparat administrasi dan aparat penegak hukum sebagai

prasarana efektivitas pelaksanaan hukum sehui-hari. Oleh karena itu keberhasilan

dari implementasi hukum perijinan di bidang lingkungan hidup di Indonesia ini
terkait erat dengan alat administrasi negara termasuk di dalamnya aParat penegak

hukum. Apabila mereka (adminstrasi negara) benar-benar meneraPkan hukum
perijinan terhadap seseorarg yang akxr melakukan usaha./kegiatan yang berkaitan

dengan lingkungan dan juga menerapkan sanksi dengan sungguh-sungguh terhadap

orang yang melanggar perijinan, maka kemampuan dala dukung lingkungan hidup

lndonesia untuk generasi sekarang maupun generasi mendatang tetap dapat kita
harapkan.

Kesimpulan
Hukum perijinan mempunyai ani penting bagi lingkungan hidup lndonesia.

Perijinan dapat dipakai sebagai pengarah, Perekayasa, dan perancang masyarakat

untuk melindungi keberadaan lingkungan hidup Indonesia agar tetap terjaga

kemampuan keiestariarulya guna mendukung kehidupan generasi sekarang mauPun

generasi mendatang sebagai pengantar untuk menu.iu masyarakat adil dan makmur

sebagaimana telah dicita-citakan bangsa lndonesia seiak merdeka. Peri.iinan ini
dapat dipakai sebagai instrumen pridis untuk melindungi lingkungan hidup, karena

di dalam ketentuan-ketentu an yang arda dalam perijinan dapat ditunjuk ketentuan

untuk mencegah kerusakan linglungan, ditentukan pula mengenai kewajiban-

kewajiban yang berkaitan dengan sarana-sarana tertentu untuk melaksanakan usaha/

kegiatan dan lain sebagainya" sena ditentukan mengenai sanksi manakala ketentuan-

ketentuan yeng aA;- dalam perizinan tidak dipatuhi oleh pelaku usaha/kegiatan.

Oleh karena itu perijinan dapat mencegah tnauPun menanggulangi kerusakan

lingkungan.

Implementasi hukum periiinan dalam bidang lingliungan hidup di lndonesia"

terdapat dalam hukum lingkungan klasik maupun hukum lingkungan modem.

Implementxi hukum perijinan dalam hukum lingkungan klasik, yakni masih

terdapatnya aturan-aturan peri,iinan yang tersebar di berbagai bidang dan sektor

yang berkaitan dengan lingkungan hidup sePerti iiin usaha industri, iiin usaha

penambangan, iiin usaha perdagangan dan lain sebagainya yang diatur oleh masing-

masing sektor. Sedangkan di dalam hukum lingkungan modern di Indonesia,

implementasi hukum perijinan dimasukkan dalam pengaturan lingkungan hidup

)ang terdapat di dalam ketentuan Pasal 18, Pasal 19, dan Pasal 20 UU No. 23

'hhun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.
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